Menimbang :

Mengingat :

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

asli daerah yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten
Muara Enim dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya fasilitas bagi pedagang pasar serta peningkatan

pelayanan pasar oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013

tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pasar
Tradisional Talang Ubi Pendopo dan Pasar Tradisional Tanah Abang
tidak lagi termasuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim serta
adanya penambahan Pasar Tradisional Rakyat Kelurahan menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat memungut

Retribusi atas Pelayanan Pasar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-
Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang
Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa Kkali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
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Pemerintah  Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten

Muara Enim.

Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Perdagangan Kabupaten Muara Enim.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam Kabupaten
Muara Enim.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli
untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk
melalui tawar menawar, Pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa tenda,
pelataran, hamparan, petak kios, petak los serta halamannya yang
dimiliki atau dikelola dengan Hak Menempati Pasar.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan
Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat
berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau
koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses
jual beli barang melalui tawar-menawar.

Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman dan
jalan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk berjualan.
Petak Kios adalah bangunan tetap didalam pasar dengan ukuran
tertentu, berdinding tembok, dan berpintu.

Petak Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
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Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Kabupaten yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian Kkegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
Retribusi kepada  Wajib  Retribusi serta  pengawasan
penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi
daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muara Enim.

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan Pasar.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar
Rakyat berupa tenda, pelataran, hamparan, petak kios, dan petak
los yang khusus disediakan untuk pedagang, fasilitas parkir, dan
pemakaian toilet/WC yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah fasilitas Pasar yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
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Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kelas
Pasar, jenis fasilitas, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka
waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditentukan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan
Retribusi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
b. biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan
tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.



™)

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa Retribusi adalah lamanya jangka waktu pemanfaatan fasilitas
pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kartu langganan dan kuitansi.

(3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Perangkat Daerah sesuai
kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai/non tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
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(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan surat teguran.

(4) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Umum Daerah paling
lambat 1 (satu) hari kerja.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16

(1) Retribusi dibayarkan ke Kas Umum Daerah atau Bank yang
ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada bendaharawan
penerima atau petugas yang ditunjuk pada perangkat daerah yang
menangani Retribusi Pelayanan Pasar dan menyetor seluruh uang
yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama
1(satu) hari kerja.

Pasal 17

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.

(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan

pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 18

(1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan
didahului dengan surat teguran.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan,
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati

melalui kepala Dinas.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.
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Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Keempatbelas

Insentif Pemungut
Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(3)

(1)

(2)

(3)

(11)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pemberian,
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten berwenang khusus sebagai penyidik terhadap
pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

mengadakan penghentian penyidikan;

R ¢

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara

Pidana.

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerimaan Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Kabupaten dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas

Negara.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 3 ayat (1) huruf
d, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Oktober 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto
HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  PROVINSI
SUMATERA SELATAN :(26-100/2019),



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
: 21 TAHUN 2019

NOMOR
TENTANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

: RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

A. Pasar Rakyat Muara Enim Gedung B dan Gedung C, Pasar Rakyat
Tanjung Enim dan Pasar Rakyat Kelurahan.

NO JENIS JASA JASA JASA R‘;)I'-II‘II:gIBUSI
PELAYANAN SARANA KEAMANAN | KEBERSIHAN
(Rp)/bln
PETAK KIOS
1 |a. Lantail 50.000,- 5.000,- 5.000,- 60.000,-
b. Lantai Il 40.000,- 5.000,- 5.000,- 50.000,-
PETAK LOS
2 |a. Lantail 25.000,- 2.500,- 2.500,- 30.000,-
b. Lantai II 20.000,- 2.500,- 2.500,- 25.000,-
Pasar yang belum bertingkat dan/atau tidak mempunyai lantai I dan Lantai
3 | II, besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar per bulan disamakan dengan
tarif Retribusi untuk Lantai [

B. Pasar Rakyat Muara Enim Gedung A

- JENIS JASA JASA JASA e
PELAYANAN | SARANA | KEAMANAN | KEBERSIHAN
(Rp)/bln
PETAK KIOS
Lantai I dan II 80.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 100.000,-

C. Pedagang Petak Kios dan Petak Los sebagaimana dimaksud dalamhuruf a,
dikenakan Retribusi harian sebesar Rp.3.000,-/hari.



(2)

D. Pedagang yang menggelar dagangan di tenda/pelataran/hamparan pada Pasar
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan Retribusi harian
sebesarRp. 2.000,-/hari.

E. Parkir dalam areal parkir khusus pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

1. Parkir mobil Rp.3.000,-/parkir.
2. Parkir motor Rp.2.000,-/parkir.

F. Retribusi pemakaian fasilitas toilet/WC pada pasar rakyat sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, setiap kali pemakaian untuk buang air kecil
dan/atau buang air besar Rp. 2000,-

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH



